KEKUASAN DARURAT PRESIDEN                                                                       

THE EMERGENCY POWER OF THE PRESIDENT

Jumat, 23 April 2004

1. Peraturan Perundang-undangan:

a. UUD 1945 PRA AMANDEMEN:

Pasal 12 

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

b. UUD 1945 PASCA AMANDEMEN:

Pasal 12 

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Istilah: 

state of emergency, strife, siege, noodtoestand.
3. Unsur-Unsur Keadaan Bahaya:
a. Kepentingan Negara dan Upaya Luar Biasa,
b. Tujuan Diatasi sesegera mungkin
c. Adanya keseimbangan antara upaya luar biasa yang diambil dengan kategori keadaan bahaya yang dihadapi.
4. Tujuan Keadaan Bahaya dan Pembatasannya
:

Keadaan bahaya di suatu negara (state of emergency) diberlakukan karena adanya keadaan yang luar biasa (extraordinary) dan khusus yang mengancam keadaan bangsa dan negara, sehingga penanggulangannya pun tidak dapat diatasi dengan tindakan-tindakan berdasarkan hukum yang normal atau biasa. Karena keadaan tidak biasa, maka diperlukan landasan hukum yang luar biasa tapi komprehensif. Meskipun komprehensif dan luar biasa tapi harus dapat dipertanggungjawabkan, seperti menghormati hak-hak asasi manusia (HAM).

Untuk mengatasi keadaan bahaya tersebut, oleh hukum diserahkan kewenangan kepada pemerintahan negara, sebagai pihak yang dominan, untuk menormalkan keadaan agar kembali aman, tertib dan damai. Dengan pemahaman ini maka pihak yang terlibat bukan hanya Presiden. Penggunaan istilah “pemerintahan negara” sebagai aktor dominan dalam menanggulangi keadaan bahaya memperluas peran serta lebih banyak pihak, dan dengan demikian demokratik, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi penanggulangan keadaan bahaya.

Landasan hukum state of emergency ini untuk menentukan ukuran dan tata-cara, serta menjadi legitimasi, bagi tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Tindakan-tindakan itu tidak semata-mata militeristik. Kewenangan tersebut hanya bersifat sementara, sampai keadaan kembali normal. Jadi, tujuan yang ingin dicapai melalui perangkat hukum, mekanisme dan upaya luar biasa itu adalah penanggulangan keadaan bahaya dan pemulihan keadaan sesegera mungkin. Konsideran RUU-KD tidak cukup menegaskan hal ini. Jadi bukan sekedar menanggulangi keadaan “yang tidak dapat diatasi oleh alat negara secara normal”.

Pencantuman prinsip negara hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan keadaan bahaya harus diartikan sebagai prinsip yang diberlakukan dalam keadaan luar biasa, yaitu emergency law, sehingga terdapat unsur-unsur extraordinary dalam hukum tersebut. Landasan hukum itu mengandung filosofi bernegara, yaitu: menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat (bangsa), melindungi kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban umum, menjaga eksistensi negara dan fungsi pemerintahan secara luas, mempertahankan keutuhan wilayah..

Dalam mengkategorikan keadaan bahaya tidak cukup memasukkan perkembangan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, sehingga tidak tampak peran bantuan militer dalam keadaan bahaya karena bencana alam atau bahaya sipil. Begitu pun tentang bantuan kepolisian dalam kondisi bahaya militer dan perang. 

5. Pengertian
:
Berbagai undang-undang mengenai keadaan bahaya menunjukkan kesamaan pengertian keadaan bahaya. Dalam Undang-undang No. 6/1946: karena ada serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau kerusuhan, dan bencana alam. Undang-undang No. 74/1957: terancam pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 23/1959: terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan atas wilayah negara RI, hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala yang dapat membahayakan negara. Undang-undang PKB 1999: adanya kerusuhan yang disertai kekerasan, pemberontakan bersenjata atau keinginan memisahkan diri dengan kekerasan, ancaman perang atau terjadi perang. RUU-KD 2001: karena terjadinya kerusuhan dengan kekerasan, pemberontakan bersenjata, usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahakan diri dari RI, adanya ancaman perang, terjadi perang atau terjadi bencana alam.

Kenyataan tersebut mengharuskan perumusan yang jelas serta mendasar tentang keadaan bahaya. Hal ini diperlukan, sebab selama ini telah terjadi inkonsistensi penggunaan (dan pemahaman) istilah sejak perumusannya dalam UU No. 6/1946 hingga RUU-KD 2001. Pengertian keadaan bahaya dapat digali dari istilah emergency dan istilah-istilah senada seperti strife, siege, noodtoestand. Pengertian emergency dapat diartikan “bahaya” atau “darurat.” 

Penggunaan istilah ini sejalan dengan istilah yang terdapat dalam UUD 1945. Keadaan bahaya dapat dinyatakan oleh presiden dengan dasar hukum Pasal 12 UUD 1945. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditentukan dalam UU Keadaan Bahaya. Jika keadaan bahaya juga mencakup perang, maka berlaku ketentuan Pasal 11 (“Presiden menyatakan perang ….. dengan negara lain”). Jadi, ada kaitan antara Undang-undang Keadaan Bahaya dengan Undang-undang (hukum) Perang. Dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan hukum perang internasional.

Sedangkan kewenangan yang terdapat pada Pasal 22 UUD 1945 merupakan kewenangan dalam keadaan mendesak atau urgent (“hal-ihwal kegentingan yang memaksa”) untuk memproses legislasi dan menerbitkan produk hukum. Ketentuan ini harus diperhatikan dalam menentukan “bentuk hukum” pernyataan keadaan bahaya pada umumnya dan keadaan perang khususnya. Bentuk hukum lain juga dapat ditentukan dalam UU Keadaan Bahaya yang baru, misalnya untuk menyatakan keadaan bahaya karena bencana alam.
Menggunakan istilah “keadaan darurat,” RUU-KD mendefinisikan keadaan bahaya sebagai “terjadinya kerusuhan dengan kekerasan, pemberontakan bersenjata, usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya ancaman perang, terjadi perang, atau terjadi bencana alam, yang tidak dapat diatasi oleh alat dan kekuatan negara secara normal di sebagian atau seluruh wilayah negara Republik Indonesia” (Pasal 1 angka 2).

Pengertian keadaan bahaya dalam RUU-KD ini tidak cukup menegaskan kesementaraan penanggulangan keadaan secara luar biasa. Pengertian itu juga terlalu umum, dilihat dari beberapa sudut. Pertama, karena bencana alam dimasukkan dalam kategori Darurat Sipil (Pasal 9). Dilanjutkan dengan kategori darurat yang berat ke watak militeristik (Darurat Militer dan Darurat Perang). Kategori Darurat Perang pun tidak merinci atau membedakan antara invasi negara lain dengan pernyataan perang oleh Indonesia kepada negara lain.
State of emergency untuk Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan geografis negara, yaitu sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah terisolir (misalnya kabupaten kepulauan). Perlu ditambahkan pula faktor eksternal (seperti polusi lintas-negara, ancaman perang di negara tetangga, perang di negara tetangga) sebagai penentu keadaan bahaya.

Keadaan bahaya secara umum dapat dibedakan dalam keadaan bahaya yang disebabkan oleh bencana alam, atau yang tidak disengaja atau di luar kendali manusia (tidak disebabkan oleh tindakan manusia), dan  keadaan bahaya karena hubungan dan tindakan sosial-politik manusia. Spektrum dari emergency itu dimulai dari keadaan yang disebabkan oleh bencana alam sampai ancaman perang dan kondisi perang, dari bencana tsunami hingga perang dengan negara lain. Di antara spektrum ini terletak kerusuhan-kerusuhan etnik dan religius, tuntutan pemisahan diri dari Indonesia tak bersenjata dan secara damai, sampai pada gerakan-gerakan bersenjata. Pengertian keadaan bahaya ini harus tercermin dan dibedakan dalam berbagai kategori keadaan bahaya. Diperlukan pula kejelasan mengenai definisi ancaman dan akibat ancaman yang akan ditanggulangi melalui cara-cara luar-biasa ini menurut UU Keadaan Bahaya dan diselaraskan (sinkron) dengan UU Pertahanan Nasional.

Keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya dalam RUU-KD menunjukkan kerancuan, sebab keadaan bahaya yang disebabkan oleh bencana alam juga dimasukkan dalam kategori Darurat Sipil. Dengan demikian sangatlah mudah untuk menempatkan setiap kategori keadaan bahaya dalam kendali kekuasaan militer, sejak melalui keterlibatan militer untuk mendukung (membantu) kepolisian dalam menanggulangi keadaan Darurat Sipil hingga keterlibatan langsung dalam Darurat Perang. Selain itu, memasukkan kerusuhan dengan kekerasan dalam kategori Darurat Sipil harus dikaitkan dengan penaggulangannya menurut KUHP (tanpa dikategorikan sebagai keadaan bahaya). Jika tidak maka holiganism (seperti kerusuhan penonton sepak bola) dan kerusuhan massa ketika kampanye politik, misalnya, dapat dikategorikan ke dalam keadaan bahaya.

Adanya pernyataan untuk memisahkan diri dari RI tanpa kekerasan, atau secara damai, merupakan urusan keamanan, pertahanan, atau persoalan demokrasi (yaitu kebebasan berpendapat, yang diatur dalam UU No. 9/1998)? Ini harus dijelaskan. Penanganan atas hal ini juga terkait dengan reposisi TNI dan POLRI. Cara-cara apa yang akan digunakan untuk mengatasi hal tersebut, oleh TNI atau POLRI? Karena itu perlu juga dirumuskan aturan yang jelas tentang grey areas bila TNI dilibatkan untuk membantu tugas kepolisian dalam mengatasi kerusuhan, yang berlangsung dalam keadaan Darurat Sipil. Hal ini harus dikaitkan dengan UU Pertahanan Nasional, UU TNI dan UU POLRI.

6. Kategori dan Tingkatan Keadaan Bahaya

Meskipun tidak eksplisit, Undang-undang No. 6/1946 menyatakan penyebab keadaan bahaya secara bertingkat. Perumusannya menampakkan pertingkatan (gradasi, hirarki) penyebab keadaan bahaya, dari perang sampai bencana alam (Pasal 1 angka 2 yo. Pasal 8). Undang-undang No. 74/1957 dan Undang-undang No. 23/1959 juga sangat jelas menunjukkan adanya pertingkatan keadaan dari rumusan pasalnya (Pasal 1 ayat 1). UU-PKB 1999 membedakan keadaan bahaya menjadi: Khusus (Terjadi keadaan yang tidak dapat diatasi dengan perangkat hukum biasa), Darurat (Terjadi upaya pemisahan diri dengan kekerasan) dan Perang (Perang dengan atau ancaman perang dari negara lain). Kategorisasi dalam UU PKB tanpa pertingkatan.

Secara umum keadaan bahaya dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori: keadaan bahaya bencana alam, keadaan bahaya sipil, keadaan bahaya militer, dan keadaan bahaya perang. 
Keadaan Bahaya karena bencana alam harus dibedakan dari keadaan bahaya lainnya. Sedangkan keadaan bahaya karena bencana alam dan keadaan bahaya sipil, di satu sisi, juga harus dibedakan dari keadaan bahaya militer dan keadaan bahaya perang.

Berhubung Keadaan Bahaya Perang mencakup ancaman perang (dari negara lain) dan terjadinya perang karena serangan negara lain maupun pernyataan perang oleh Indonesia, maka dilakukan gradasi pengelompokannya dalam kategori keadaan bahaya milter hingga keadaan bahaya perang. Selain itu, kategori perang seharusnya juga dibedakan antara ancaman perang dari negara lain dan keadaan perang karena serangan negara lain, dengan keadaan perang karena Indonesia menyatakan perang kepada negara lain. Ketika Indonesia menyatakan perang kepada negara lain (Pasal 11 UUD 1945), juga dibedakan jika secara geo-politik tidak langsung mengakibatkan keadaan bahaya di dalam negeri. Pembedaan ini tetap memperhatikan watak sistem pertahanan nasional seperti dirumuskan dalam UU Pertahanan Nasional/Negara (non-provocative and comprehensive defense).

Bencana alam dimasukkan keadaan bahaya jika melumpuhkan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan (darat: gunung meletus, banjir sungai, limbah beracun, gempa bumi; laut: badai, gelombang pasang, gempa bumi; udara: kebakaran hutan, hujan asam, limbah udara beracun).

Kategori Darurat Sipil: kerusuhan dengan kekerasan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum atau mengganggu fungsi pemerintahan. Harus dijelaskan tentang kerusuhan seperti holiganism.

Kategori Darurat Militer: pemberontakan bersenjata dan/atau terjadi usaha-usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari RI. Bagaimana dengan “separatisme damai” (termasuk freedom of expression)? Ancaman perang dari negara lain (Pasal 29) dapat termasuk kategori ini.
7. ISSUE(S):

a. Apa yang dimaksud dengan “hal kegentingan yang memaksa”? dan Apa konsekuensinya? Clue: lihat Lembaga Kepresidenan Bagir Manan. Konsekuensinya, Presiden diberi kewenangan untuk membentuk Perpu. 
b. Apa perbedaan keadaan bahaya dan hal kegentingan yang bersifat memaksa? Clue: Dalam keadaan bahaya pasti terdapat kegentingan yang memaksa, sedangkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa belum tentu terdapat keadaan bahaya.
c. Apa saja kategori (macam) keadaan bahaya? Clue: Lihat Sub Kategorisasi di atas.
d. Apakah Perpu selalu berkaitan dengan Keadaan Bahaya? Clue: Perbedaan Keadaan Bahaya dan Keadaan Kegentingan yang Memaksa.
e. Ketika terjadi keadaan bahaya perang, siapakah yang berkuasa sebagai Penguasa Perang Pusat dalam hubungannya dengan UU No.2 dan UU No.3 Tahun 2002? Clue: Pemegang Kekuasaan tertinggi TNI dan Polri.
� Adapted from Komentar Kritis terhadap RUU Keadaan Darurat 2001 oleh M. Fajrul Falaakh, et.all, 2001, pp.1-7.
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